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ABTRACT

Indonesian National Police is one of the law enforcement agency responsible for performing preventive measures against crime and provide protection to the whole community. In the implementation of criminal law and criminal procedure investigations conducted by the police action as a first step in the process of law enforcement.
Dikemukan problems in this thesis is how the duties and functions of the Police in law enforcement, irregularities committed by law enforcement officers as well as how Accountability Investigator Police against the occurrence of false arrest or error in persona.

The method used is a normative juridical research. Normative juridical research is research using library materials or secondary data obtained from the literature, Legislation and analyzing and interviewing the relevant government agencies that can help solve the problems in this thesis.

Investigators as one of the law enforcement officers are given the authority to enforce the law, therefore the duty and authority should be implemented in accordance with the purpose of establishing the law enforcement agencies and is responsible for the implementation does.

Based on the research results obtained by the authors in Kutai Police concluded, investigators in performing its duties and authorities sometimes deviations and errors such as abuse of authority or negligence, as in the case of the investigation, may result in a false arrest by the investigator. Perverts and errors or omissions that may occur due to several factors, including the lack of morality and knowledge in law enforcement investigators. In its duties and powers investigators did not investigate professionally and for negligence or breach of which resulted in one arrest and harming a person or victim, the investigator who commits an offense shall be liable in the event of false arrest or error in persona for committing violations of the Code of Professional Ethics of Police, violation of the Code of Professional Ethics of Police shall be penalized in accordance with the violations committed offenders
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BAB I
PENDAHULUAN
A.
Alasan Pemilihan Judul

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu Lembaga Penegak Hukum yang berfungsi melakukan tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan dan memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana tindakan penyidikan yang dilakukan kepolisian sebagai langkah awal dalam proses penegakan hukum. Pertanggung jawaban penyidik Polri terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam terjadinya salah tangkap atau error in persona.
B.
Rumusan dan Pembatasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan dalam hal proses beracara dalam hukum pidana serta hak tersangka/terdakwa/terpidana dan tanggung jawab Penyidik Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, maka dalam skripsi ini penulis membatasi permasalahan dalam hal :

1. Bagaimana Tugas dan Fungsi Polri dalam penegakan hukum ?

2. Bagaimana Tanggung Jawab Penyidik Polri dalam hal salah tangkap atau error in persona berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara ?
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tugas dan fungsi Polri dalam penegakan hukum berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tanggung jawab Penyidik Polri dalam hal salah tangkap atau error in persona berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian adalah sebagai berikut :

a. Menambah materi hukum, khususnya yang ada hubungannya dengan tugas dan fungsi Polri dalam tata cara penegakan hukum berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.

Dari segi kepentingan masyarakat agar supaya pemahaman hukum pidana khususnya mengenai proses penangkapan, penahanan sehingga dapat dipahami agar tidak ada masalah yang akan timbul yang akan merugikan masyarakat secara umum.
 D. 
Metode dan Teknik Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian skripsi dengan maksud untuk mendapatkan bahan - bahan yang lengkap serta untuk menunjang penulisan skripsi, yaitu antara lain :

1. Jenis penelitian menggunakan Metode Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian huum menekankan pada data Sekunder dengan sasaran KUHP dan KUHAP.

2. Teknik Pengumpulan Data :
a. Kepustakaan

b.Wawancara

c. Kuesioner

d. Observasi

3.
Sumber data dalam penulisan skripsi ini menggunakan data Sekunder yang mencakup bahan-bahan hukum antara lain sebagai berikut :


1. Bahan Hukum Primer


2. Bahan Hukum Sekunder


3. Bahan Hukum Tersier

4.
Analisis Data

Hasil penelitian ini akan dianalisis serta dikaji dan di teliti secara eksperimental untuk menjelaskan tentang bagaimanakah tanggung jawab penyidik polri dalam hal terjadinya salah tangkap serta upaya yang dilakukan terpidana dalam hal salah tangkap serta efek-efek dari suatu kondisi tertentu untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.


E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan secara garis besar yang penulis uraikan dalam bentuk pokok bahasan

BAB II
KERANGKA TEORITIS
A.
Pengertian Tugas dan Wewenang Kepolisian

1. Menurut W.J.S. Purwadarminta (1985 : 58)


“Polisi adalah Badan Pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau Anggota Badan Pemerintahan/Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan lain sebagainya”.

2. Menurut Momo Kelana (1994 : 22)

“Polisi mempunyai arti formal dan materil dimana arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu Instansi Kepolisian, sedangkan arti materil adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan, keamanan, ketertiban baik dalam Peraturan atau Undang-undang.
3. Menurut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (1999 : 4)
“Kepolisian adalah suatu fungsi Pemerintahan dibidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum dan terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.


Adapun berikut tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

4. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat, terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-undangan.

5. Turut serta dalam pembinaan Hukum Nasional.

6. Membina ketertiban dan menjamin keamanan hukum.

7. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
B.
Tujuan dan Fungsi Kepolisian



Adapun makna bunyi Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi sebagi salah satu fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tujuan dari Pasal 4 yaitu untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

C.
Hak Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana
1. Hak Tersangka menurut Pasal 32 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa juga disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa :

“Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau badan menurut tata cara yang ditentukan dalam Perundang-undangan”. 
2. Hak Terdakwa

a. Hak diadili dengan segera.

b. Hak didampingi oleh Penasehat Hukum.

c. Hak untuk disediakan Penasehat Hukum secara cuma-cuma oleh Negara dibatasi bagi tersangka atau terdakwa yang disangka/ didakwa melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana mati, pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Setiap Penasehat Hukum yang ditunjuk memberikan bantuannya secara cuma-cuma atau gratis.

d. Hak untuk diperiksa dalam Persidangan terbuka untuk umum kecuali perkara kesusilaan dan perkara yang tersangkanya anak-anak.

e. Hak untuk dipanggil Sidang pertama secara sah.

f. Hak mendapatkan penjelasan atas surat dakwaan.

g. Hak mengajukan Eksepsi dan pembelaan.

h. Hak mengajukan perlawanan terhadap putusan sela.

i. Hak menolak memberikan keterangan atau mencabut Berita Acara Pemeriksaan.

j. Hak mengajukan saksi yang meringankan.

k. Hak membantah terhadap keterangan saksi.

l. Mosi tidak percaya.

m. Hak memperoleh Juru Bahasa dan Penerjemah.

n. Hak melihat barang bukti.

o. Hak melakukan upaya Hukum Banding dan seterusnya.

3. Hak Terpidana

Adapun hak terpidana menurut Pasal 14 Undang-undang 12 Tahun 1995 adalah : 

a. Hak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya.

b. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

c. Hak mendapatkan kesehatan dan makanan yang layak.

d. Hak menyapaikan keluhan.

e. Hak membaca bahan bacaan dan mengikuti siaran media masa lainnya yang diijinkan.

f. Hak mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.

g. Hak mengadakan hubungan dengan pihak luar.

h. Hak untuk memperoleh pengurangan masa pidana / Remisi.
i. Hak memperoleh kebebasan bersyarat.

j. Hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D.
Resiko dan Tanggung Jawab Polisi

Seorang petugas Polisi adalah merupakan salah satu Penegak Hukum dalam pergaulan modern saat ini, karena ia mempunyai kekuasaan yang besar dan bisa menggunakan kekuasaannya itu, ia dapat menangkap orang, menggeladah dan berbicara dihadapan orang banyak untuk memberikan petunjuk-petunjuk agar orang-orang tersebut mentaati hukum maupun peraturan yang ada, dan hal tersebut berlainan dengan pola kehidupan orang sipil pada umumnya.

Banyak segi kehidupan Polisi yang menjadi perhatian masyarakat, yang diwujudkan dalam berita surat kabar, televisi, maupun film yang diputar dibioskop. Sebagi petugas penegak hukum, Polisi mewakili masyarakat dan Pejabat Pemerintah untuk menegakan ketertiban dan keamanan, dalam menjalankan tugasnya itu Polisi harus menanggung berbagai macam resiko dan sorotan yang tajam dari masyarakat yang dilayaninya.
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri Dalam Penegakan Hukum

1. Tugas dan Fungsi Polri Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
Fungsi Kepolisian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tidak terlepas dari fungsi hukum dimana dasar dari adanya Undang-undang tersebut yaitu tujuan pokok dari hukum yang didapat direduksi dari hal itu sebagai berikut :

1. Ketertiban.

2. Alat pembaharuan masyarakat.

Adapun menurut Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negeri yang meliputi sebagai berikut : 

1. Terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2. Tertib dan tegaknya hukum.

3. Terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat 
4. Serta terbinanya ketentramanan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Namun secara tegas yang diatur Pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.

b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang menganggu ketertiban umum. 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

e. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kesewenangan Administratif Kepolisian.

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan.

g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian.

h. Mengambil sidik jari dan Identitas lainnya serta memotret seseorang.

i. Mencari keterangan dan barang bukti.

j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.

k. Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan pututsan Pengadilan, kegiatan Instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Tugas Kepolisian berdasarkan Pasal 16 adalah :

1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses Pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan Penyidikan.

c. Membawa dan mengahdapkan orang kepada Penyidik dalam rangka Penyidikan.

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau pemeriksaan perkara.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan pengehentian Penyidikan.

i. Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan Imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan Tindak Pidana.

k. Memberi petunjuk dan bantuan Penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang bertanggung jawab.

2. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf I adalah Tindakan Penyelidikan dan Penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat berikut ini :

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan Hukum.

b. Selaras dengan kewajiban Hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.

c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
e. Menghormati Hak Asasi Manusia.

2. Penyimpangan Perilaku Penyidik dalam Penegakan Hukum
Penyimpangan yang terjadi akibat kesalahan Penyidik sebagai Aparat dalam Penegakan Hukum seperti dalam Kasus salah tangkap Pria bernama Abdul Muis, 41 Tahun yang sehari-hari bekerja sebagai Supir Angkutan Kota (Angkot) Trayek K, yang pernah terjadi di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Korban salah tangkap ini diduga sebagai pengedar Narkoba oleh Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara, dan kemudian yang bersangkutan di Intimidasi hingga mengakibatkan Mata Kirinya merah memar dan Bibir atasnya sobek akibat pukulan tangan Oknum Petugas Polisi tersebut. Namun setelah menjalani 3 (tiga) jam pemeriksaan di Polsek Loa Janan, Abdul Muis dibebaskan begitu saja oleh Satuan Narkoba Polres Kutai Kartanegara (Kaltim Post : Pada Hari Jum’at, 08 Mei 2009). Paparan tersebut jelas merupakan tentang bagaimana realita yang ada di dalam masyarakat. Entah karena ketidaktahuan atau hal lain, seharusnya kasus seperti ini tidak diabaikan dan berlalu begitu saja, karena selain mengandung unsur penganiayaan yang bisa diancam dengan delik pidana, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), juga menambahkan daftar buruk Lembaga Kepolisian di mata masyarakat.

B. Pertanggung Jawaban Penyidik Polri Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona Berdasarkan Sistem Hukum Acara Pidana

1. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh Polisi dibedakan menjadi 2 (Dua) yaitu tanggung jawab Materiil dan Inmaterial. Tanggung jawab Materiil yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan secara terbuka untuk permohonan maaf secara terbatas dilakakukan oleh pelanggar secara langsung baik lisan maupun tulisan kepada korban yang dirugikan oleh pelanggar atau pernyataan maaf tidak langsung melalui media massa yang ditujukan kepada korban yang telah dirugikan oleh pelanggar, dan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan Kode Etik Profesi dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya, dan untuk korban diberikan pertanggung jawaban berupa ganti kerugian atau rehabilitasi, sedangkan tanggung jawab inmaterial yaitu sanksi berupa pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak 2 (dua) kali atau lebih. Selain pembinaan ulang , pelanggar yang dikenai sanksi tidak layak lagi untuk menjalankan Profesi Kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan untuk itu berdasarkan saran dan pertimbangan dari Ketua Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi berupa sanksi administasi, sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian tidak hormat. 

Sanksi yang dapat diberikan dalam kesalahan penangkapan ini dapat diberikan kepada Penyidik (pelanggar) merupakan sanksi administrasi yaitu pelanggaran disiplin dan pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tugas sebagai efek jera atas perbuatannya, dan untuk korban diberikan pertanggung jawabannya berupa ganti kerugian atau rehabilitasi. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab oleh Penyidik karena telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi korban. Dari sanksi ini dapat disimpulkan bahwa error in persona bukan merupakan suatu Tindak Pidana menurut hasil wawancara dengan Ipda Juwadi selaku A.n Kepala Satuan Reserse Kriminal U.b Kepala Unit Pidana Umum.

2. Praperadilan Sebagai Upaya Pertanggung Jawaban Penyidik Terkait Terjadinya Salah Tangkap atau Error In Persona



Kasus diatas merupakan gambaran jelas tentang bagaiman realita yang ada dimasyarakat, entah karena ketidaktahuan korban dan juga masyarakat atau hal lain, seharusnya kasus seperti ini tidak diabaikan dan berlalu begitu saja setelah kejadian tersebut. Kendatipun demikian, maka setidaknya kita mengetahui apa upaya yang bisa ditempuh oleh seseorang yang merasa menjadi korban salah tangkap atau error in persona. Praperadilan merupakan upaya hukum yang bisa ditempuh korban untuk pembuktian terbalik bahwa tindakan penangkapan, penahanan, atau bahkan penyitaan barang tertentu yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian (Penyidik) tidak sah menurut hukum.

Dengan demikian menurut kesimpulan penulis dan data dan Informasi yang diperoleh di Kepolisian Resor Kutai Kartanegara (Polres Kukar), berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib dipatuhi oleh semua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan wewenangnya agar tidak adanya terjadi suatu penyimpangan-penyimpangan, kelalaian dan pelanggaran melakukan penyelidikan dan penyidikan agar tidak terjadinya suatu kesalahan dalam melakukan penangkapan yang dilakukan penyidik dalam bertugas yang menyalahgunakan wewenangnya dalam melakukan penangkapan maupun proses penyidikan yang dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dan juga melaksanakan tugasnya. Didalam terjadinya salah tangkap atau error in persona, penyidik yang melakukan pelanggaran harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, berat ringannya sanksi yang akan dikenakan ke Penyidik akan diputuskan dalam profesional, karena kelalaian merupakan bentuk pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia dalam sidang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab Penyidik yang harus dan patut mereka terima sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan penyidik.

BAB IV
PENUTUP

A.
Kesimpulan

1.
Adapun kesimpulan dalam hal ini merupakan kesalahan Penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan karena tidak sesuai prosedur yang ada. Akibatnya orang yang seharusnya tidak bersalah bisa menjadi tersangka, sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari hukumannya. Ini jelas tidak adil bagi si korban, yang tidak mengetahui apa yang terjadi pada diri korban, yang kemudian harus menjalani hukuman yang tidak diperbuat oleh diri korban, tetapi diperuntukan kepadanya, belum lagi korban mengalami kerugian-kerugian yang terjadi selama proses Penyelidikan dan Penyidikan. Dengan demikian sesuai dari hasil penelitian penulis berdasarkan data dan informasi yang diperoleh di Polres Kutai Kartanegara dapat disimpulkan :
-
Perlunya peningkatan kinerja dan pemahaman aparat penegak hukum yang sesuai tugas pokok dan fungsi yang berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Perlunya Pendidikan lagi dan bimbingan teknis atau diklat.
-
Perlunya Mengikuti penyelenggaraan pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman dibidang teknis kepolisian melalui pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
-
Perlunya pengarahan-pengarahan dan pengawasan terhadap para penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2.
Pertanggung Jawaban Penyidik Polri terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona berdasarkan Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban. Jika dilihat berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang mengatur lebih lanjut tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan yang mengatur Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia maka pertanggung jawaban Penyidik Polri terhadap terjadinya salah tangkap atau error in persona berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 berupa hukuman disiplin yaitu teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun, mutasi bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari, dan menurut Pasal 17 huruf (a), (b), (c), dan (d) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 berupa sanksi moral yaitu kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian. Ringan beratnya sanksi disesuaikan dengan kadar pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggar atau Anggota Polisi tersebut dan hal itu hanya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dalam Sidang oleh Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan diajukannya Praperadilan maka ada suatu bentuk pertanggung jawaban aparat penegak hukum yang diberikan melalui lembaga terkait terhadap seseorang yang menjadi salah tangkap atau error in persona.
B.
Saran
1.
Perlunya mengaharapkan sosok Penegak Hukum yang benar-benar dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat, hal ini disebabkan karena dalam bertugas kadang kala Polisi juga menemukan kendala-kendala yang dapat membuat terhambatnya penanganan suatu perkara pidana.
-
Perlunya peningkatan kinerja aparat penegak hukum yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Perlunya meningkatkan pemahaman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Negara Indonesia.
-
Perlunya Pendidikan lagi dan bimbingan teknis atau diklat.
-
Perlunya Mengikuti penyelenggaraan pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman dibidang teknis kepolisian melalui pelatihan dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
-
Perlunya pengarahan-pengarahan dan pengawasan terhadap para penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2.
Pentingnya ketegasan dalam pemberian sanksi yang diterapkan bagi Polri sebagai Penyidik yang melakukan kesalahan penangkapan atau error in persona. Bukan hanya ditegaskan dalam peraturan tetapi ditegaskan dalam penerapannya. Praperadilan juga berperan sangat penting dalam melakukan upaya kontrol terhadap upaya-upaya paksa atau salah tangkap atau error in persona yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap tersangka, namun yang lebih penting lagi menjaga hak asasi manusia juga etika dan moral dari aparat penegak hukum tersebut secara hukum harus bertanggung jawab dalam melakukan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang dan Peraturan-peraturan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum lain seperti salah tangkap atau error in persona.
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